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BUPATI ACEH TIMUR 

PROVINSI ACEH 
 

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR 
NOMOR 11 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh 
Merdeka (Memorandum of Understanding Between The 
Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh 
Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah 

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 
menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan 
konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan 

dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad 
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses 

yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum 
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 
yang telah dilakukan kepada Perusahaan Daerah Air 

Minum Tirta Peusada, sesuai dengan rekomendasi  
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas 

pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air 
Minum Tirta Peusada tahun 2015, perlu membentuk 
Qanun Kabupaten Aceh Timur; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1103); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 4449); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari 

Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk 
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4695); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada 
(Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 6); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR 

dan 
BUPATI ACEH TIMUR 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYERTAAN 
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR KEPADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara 

Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas 
Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 
4. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam 

menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama 

dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal 
daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada yang 

selanjutnya disebut PDAM Tirta Peusada adalah Badan 
Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan 

air minum. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. 
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BAB II 
PENYERTAAN MODAL 

 
Pasal 2 

 

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal 
kepada PDAM Tirta Peusada, yang didirikan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Timur 

Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan 
Daerah Air Minum. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penyertaan modal berupa uang. 

 

Pasal 3 
 

(1) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penyertaan modal 
Kabupaten yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten 

bersumber dari APBK Tahun 2002 sampai dengan Tahun 
2016 sebesar Rp. 5.700.375.364,- (lima milyar tujuh 
ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus 

enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

NO. TAHUN ANGGARAN NILAI PENYERTAAN 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

APBK Tahun Anggaran 2002  
APBK Tahun Anggaran 2003 

APBK Tahun Anggaran 2005 
APBK Tahun Anggaran 2006 

APBK Tahun Anggaran 2008 
APBK Tahun Anggaran 2008 
APBK Tahun Anggaran 2008 

Rp. 1.344.454.369,- 
Rp.    187.540.430,- 

Rp.    179.456.430,- 
Rp. 1.501.650.000,- 

Rp.    234.393.439,- 
Rp.    563.770.696,- 
Rp. 1.689.110.000,- 

Jumlah Rp. 5.700.375.364,- 
 

(2) Penggunaan modal yang telah disertakan oleh 

Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi tanggung jawab Penerima Penyertaan Modal. 

 

BAB III 
PENGENDALIAN 

 

Pasal 4 
 

(1) PDAM Tirta Peusada wajib menyampaikan laporan 
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan 
Publik kepada Bupati. 

(2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban 
PDAM Tirta Peusada setiap tahun. 

(3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan 
profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Kabupaten Aceh Timur. 

 
Ditetapkan di Idi 
pada tanggal   20 Februari 2017 M 

                  23 Jumadil Awal 1438 H 
 

BUPATI ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 
HASBALLAH BIN M. THAIB 

Diundangkan di Idi  

pada tanggal  20   Februari 2017 M 
                    23 Jumadil Awal 1438 H 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TIMUR, 

 
ttd 

 

M. IKHSAN AHYAT 
 

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 11 

 
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (4/135/2016); 


